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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan ketaatan 

pembayaran pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Cikarang Utara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor 

ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta 

penyumbang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kontribusi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak belum optimal karena rendahnya 

tingkat pengetahuan dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Utara. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel 

pengetahuan dan ketaatan pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak.     

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengetahuan pajak maupun ketaatan 

pembayaran pajak secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan pajak. Temuan ini memberikan implikasi bahwa edukasi dan 

pendampingan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk 

meningkatkan kepatuhan dan kontribusi fiskal sektor ini terhadap pembangunan daerah. 

 

Kata Kunci:  Pengetahuan Pajak, Ketaatan Pembayaran Pajak dan  Pendapatan Pajak, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

 

PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian 

Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berkontribusi secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan 

tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Badan 

Pusat Statistik (2022), sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih 

dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 97% 

tenaga kerja di Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) adalah Penggerak utama ekonomi nasional sekaligus pengurang 

pengangguran yang sangat efektif. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

tengah masyarakat tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan 

utama bagi sebagian besar keluarga, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sektor 

formal atau usaha besar. 

Peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tercermin dari 

kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dengan modal relatif kecil dan 

fleksibilitas dalam berbagai bidang usaha. UMKM bersifat padat karya, yang berarti membutuhkan 

banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar yang lebih padat modal. Perbedaan ini 

menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, 

https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15234
mailto:121110015@pertiwi.ac.id,%202sopian@pertiwi.ac.id,%203listya.ningrum@pertiwi.ac.id


 Jurnal Minfo Polgan 

Volume 14, Nomor 2, September 2025 

DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15234  

e-ISSN : 2797-3298 

p-ISSN : 2089-9424 

 

 

 

   
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 1988 

 

karena mampu menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang 

beragam.  

Pengetahuan pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

secara sukarela. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki pemahaman 

yang cukup tentang aspek perpajakan diharapkan akan lebih patuh dalam membayar dan 

melaporkan pajak mereka. Pengetahuan ini mencakup pengertian mengenai jenis-jenis pajak yang 

berlaku, cara menghitung pajak yang harus dibayar, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban 

sebagai wajib pajak. Selain itu, pengetahuan pajak juga berperan penting dalam meningkatkan 

kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang peran pajak dalam 

pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak diyakini 

dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat 

kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Khususnya bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman yang cukup mengenai aspek-aspek perpajakan sangat 

krusial agar mereka dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. 

Pengetahuan wajib pajak mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayarkan, tata 

cara pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 

Penelitian dilaksanakan pada pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Denpasar Timur. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di KPP 

tersebut. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden, dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling dengan kriteria memiliki NPWP dan telah menjalankan usaha minimal dua 

tahun. 

Perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris. 

Selain itu, kedua penelitian dilakukan di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi dan 

lingkungan usaha yang berbeda (Kota Bekasi dan Denpasar), sehingga faktor budaya, tingkat 

interaksi dengan otoritas pajak, dan intensitas sosialisasi pajak dapat memengaruhi hasilnya. 

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 

kepatuhan pajak UMKM di Cikarang Utara, sebuah wilayah dengan konsentrasi pelaku UMKM 

yang tinggi dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji 

kembali variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Cikarang Utara untuk mengisi celah penelitian yang ada.  

Dalam konteks wilayah Cikarang Utara, peningkatan pengetahuan pajak Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan informasi perpajakan yang 

jelas, mudah diakses, dan aplikatif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. 

Dengan demikian, Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan 

pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mendukung pembangunan 

ekonomi daerah. 

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat bahwa keberhasilan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan pendapatan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

sangat bergantung pada seberapa baik pelaku usaha memahami dan mematuhi kewajiban 

perpajakan mereka. Dengan adanya data yang valid dan analisis yang mendalam, pemerintah dapat 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendorong kepatuhan pajak 

di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Theory of Reasoned Action (TRA) 

 Teori Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, 

tetap menjadi salah satu kerangka konseptual utama dalam menjelaskan perilaku manusia. Teori ini 
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berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional, mempertimbangkan informasi dan 

konsekuensi dari tindakannya sebelum mengambil keputusan. Menurut Rizki Kusuma dan Budi 

Sulistyo (2021:102), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk melalui sikap 

terhadap perilaku tersebut dan norma subjektif yang berlaku di lingkungannya. Dalam konteks ini, 

niat dianggap sebagai determinan utama dari munculnya suatu tindakan (Santoso, 2022:58). 

 Faktor pertama yang berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap. Sikap (attitude) 

adalah evaluasi kepercayaaan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang untuk melakukan 

perilaku yang akan ditentukan. Faktor kedua yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah 

norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi individu mengenai kepercayaan orang lain yang 

akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sedang 

dipertimbangkan. Sikap dan norma subjektif yang membentuk niat merupakan penentu utama dari 

perilaku. 

 Tindakan individu dalam suatu perilaku tertentu ditentukan oleh niat individu tersebut 

untuk melaksanakan perilaku tersebut. Niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap terhadap perilaku 

mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku 

tersebut. Norma subjektif menggambarkan tekanan sosial yang dirasakan individu dari orang-orang 

di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan kontrol perilaku 

yang dirasakan berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam 

melaksanakan perilaku tersebut  

 Berdasarkan Thepory Of Reasoned Action (TRA), sikap merupakan evaluasi kepercayaan 

atas perasaan positif atau negatif seseorang. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan 

suatu perbuatan apabila dirinya memandang perbuatan tersebut positif dan percaya bahwa orang 

lain ingin agar dirinya melakukannya. Selain didasari oleh alasan, individu tersebut melakukan 

tindakan kecurangan karena adanya rencana atau individu tersebut berani merencanakan sesuatu 

untuk melakukan kecurangan. 
 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

Menurut Rahmawati dan Putra (2021:76), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

adalah unit usaha mandiri yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari 

usaha menengah atau besar, dan menjadi alternatif penting untuk meningkatkan atau 

mempertahankan perekonomian keluarga. UMKM menjadi alternatif ataupun pilihan yang dipilih 

oleh banyak orang untuk bisa meningkatkan maupun hanya sekedar mempertahankan 

perekonomian individu maupun keluarga. Menurut Andi Prasetyo (2022:54), Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) adalah usaha dengan modal dan tenaga kerja kecil sesuai definisi 

pemerintah atau lembaga terkait. Selaras dengan Dian Sari dan Rudi Hidayat (2020:33), UMKM 

dikategorikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu usaha kecil dengan 5–9 pekerja dan usaha 

menengah dengan 20–99 pekerja. 

Namun ternyata, tantangan yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan akses modal, 

teknologi, serta pengetahuan manajemen dan pemasaran. Oleh karena itu, dukungan dari 

pemerintah dan berbagai institusi sangat diperlukan untuk mengembangkan UMKM agar mampu 

bersaing di era digital dan globalisasi. Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan, 

kemudahan akses pembiayaan, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara 

berkelanjutan. 

 

Pengetahuan Perpajakan 

Menurut Siti Rahmawati (2021:27), Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman yang 

dimiliki wajib pajak mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban 

dalam menjalankan perpajakan secara benar dan sesuai hukum. Pengetahuan ini mencakup fungsi 

pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan.   

Pernyataan tersebut selaras dengan Budi Nugroho dan Dian Pratama (2022:49) yang 

mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup penguasaan aturan dan kebijakan 

perpajakan terkait hak dan kewajiban wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan 

pajak. Lebih lanjut, pengetahuan ini menjadi dasar penting agar wajib pajak dapat melaksanakan 
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kewajibannya secara benar dan tepat waktu, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan secara 

keseluruhan. 

Dian Sari dan Agus Wibowo (2020:88) menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak 

terhadap jenis pajak, sistem perpajakan, dan prosedur administrasi sangat berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi dasar 

penting agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan sesuai 

regulasi yang berlaku. Selaras dengan hal tersebut, Rahayu (2010:351-355) menjelaskan bahwa 

pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk 

fungsi pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, serta sanksi atas ketidakpatuhan. 

 

Regulasi Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, dan 

sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam 

menopang perekonomian nasional. Untuk memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengeluarkan 

kebijakan khusus berupa perlakuan perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan Wajib Pajak 

pada umumnya. Regulasi perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini diatur 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

 Wajib Pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memiliki 

omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar diberikan kemudahan berupa tarif PPh Final sebesar 

0,5% dari total omzet bruto bulanan. Pembayaran dilakukan secara self-assessment, yaitu wajib 

pajak menghitung dan menyetor sendiri pajaknya tanpa harus menunggu tagihan dari otoritas pajak. 

Pembayaran dilakukan melalui sistem e-Billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat 

diakses. Setelah memperoleh kode billing, pembayaran dilakukan ke bank persepsi atau mitra 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lainnya. Bukti pembayaran yang sah adalah Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN), yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak. 

 Penerapan tarif final sebesar 0,5% terhadap omzet bruto Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) tidak berlaku secara permanen. Pemerintah menetapkan batas waktu 

penggunaan tarif ini yang disesuaikan dengan jenis Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, 

tarif ini hanya dapat digunakan selama maksimal tujuh tahun. Sementara itu, badan usaha berbentuk 

Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, atau Koperasi diberikan masa penggunaan maksimal 

selama empat tahun. Adapun untuk badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tarif final 

hanya berlaku selama tiga tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib beralih ke sistem perpajakan umum, yaitu dengan 

menyelenggarakan pembukuan secara penuh dan melaporkan penghasilan bersihnya untuk 

dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku. 

Meskipun pajak yang dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

bersifat final, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas usaha dan 

omzet yang diperoleh selama satu tahun pajak. Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan ditentukan berdasarkan jenis Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi, pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan 

bagi Wajib Pajak Badan, batas waktu pelaporan adalah 30 April tahun berikutnya. Proses pelaporan 

ini dapat dilakukan secara daring melalui e-Filing, datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), atau dikirim menggunakan pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman. Dalam 

pelaporannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwajibkan melampirkan beberapa 

dokumen pendukung, antara lain: (1) bukti pembayaran PPh Final berupa Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN), (2) rekapitulasi omzet bulanan apabila tersedia, dan (3) dokumen lain 

sesuai permintaan petugas pajak yang berwenang. 

Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan 

pelaporan, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Perpajakan). Sanksi tersebut berupa denda, bunga keterlambatan, serta kemungkinan dilakukan 

pemeriksaan pajak apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data 

yang dimiliki otoritas pajak. Selain itu, apabila Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap 

menggunakan tarif final 0,5% setelah masa berlaku maksimal berakhir, maka pajak yang terutang 

akan dihitung kembali menggunakan sistem pembukuan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) akan dikenakan sanksi tambahan berupa koreksi fiskal dan denda administratif. 

Adanya regulasi ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan 

mekanisme yang sederhana dan tarif yang ringan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

diharapkan dapat terdorong untuk terdaftar secara resmi dan berkontribusi terhadap penerimaan 

negara. Namun, efektivitas dari regulasi ini juga sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan 

ketaatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang beroperasi di wilayah administratif Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa 

Barat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Kabupaten Bekasi (2023), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di 

wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 5000 unit usaha aktif, yang tersebar di berbagai sektor 

seperti makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa, kerajinan, dan industri rumah tangga. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan dengan cara 

memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Metode ini dipilih 

karena tidak semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Utara 

memenuhi kriteria sebagai responden yang relevan dan valid untuk dianalisis dalam konteks 

penelitian ini, khususnya terkait dengan aspek Pengetahuan Dan Ketaatan dalam Pembayaran 

Pajak. 

 

Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021:78), validitas 

adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukuran 

sehingga hasilnya dapat dipercaya dan sesuai dengan konsep yang diukur. Selaras dengan hal 

tersebut, Andi Nugroho (2020: 45) menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur dengan tepat variabel yang diteliti. 

Menurut Andi Santoso (2022:102), uji validitas biasanya dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Pearson Product Moment. Item instrumen dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar 

dari r tabel pada taraf signifikansi tertentu, misalnya 0,05. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran, yaitu sejauh 

mana suatu instrumen menghasilkan data yang stabil dan konsisten jika pengukuran dilakukan 

berulang kali dalam kondisi yang sama. Menurut Siti Handayani dan Budi Prasetyo (2021:67), 

reliabilitas adalah derajat di mana suatu alat ukur menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan 

dalam pengukuran berulang. Hal senada disampaikan oleh Maya Yuliana (2020: 52) bahwa 

reliabilitas menunjukkan kestabilan dan konsistensi alat ukur dari waktu ke waktu. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali, Imam (2020:120), Uji Asumsi klasik meliputi beberapa tes penting 

seperti uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, uji multikolinearitas 

dengan VIF dan Tolerance, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser atau scatterplot, serta uji 
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autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dapat 

menyebabkan estimasi yang bias dan tidak efisien dalam analisis regresi. Uji Normalitas: 

Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2020:85), regresi linier berganda bertujuan untuk meramalkan nilai 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. 

5. Uji Parsial T 

Menurut Ghozali, Imam (2020:135), Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tujuan dari uji ini adalah 

untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen ketika variabel independen lainnya dikendalikan. 

6. Uji Simultan F 

Menurut Ghozali, Imam (2020:138), Uji F digunakan untuk menguji apakah semua 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun layak 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

7. Uji Koefisien Determinasi R 

Menurut Ghozali, Imam (2020:143), Koefisien determinasi (R²) mengukur sejauh mana 

variabel independen secara bersama-sama menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R² 

berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin besar proporsi variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.0,67: kuat. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Bagian ini memaparkan bagaimana gambaran data secara umum yang dapat digunakan 

untuk mendeskripsikan data. Berikut ini merupakan hasil dari statistik deskriptif. 

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah Tahun 2025 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1, diketahui bahwa Pengetahuan Pajak 

diukur melalui enam butir pernyataan dalam kuesioner yang merepresentasikan tingkat pemahaman 

responden terhadap kewajiban perpajakan, termasuk jenis pajak, waktu pelaporan, hingga 

konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,17 

dari kemungkinan skor maksimal (30). Nilai ini mencerminkan bahwa responden secara umum 

memiliki tingkat pengetahuan yang sedang. Nilai minimum sebesar 8 menunjukkan bahwa terdapat 

individu yang memiliki pemahaman yang sangat rendah terhadap pajak, sementara nilai maksimum 

sebesar 21 menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mencapai tingkat pengetahuan sempurna. 

Standar deviasi sebesar 4,14 menandakan adanya variasi moderat dalam pemahaman antar 

responden. Artinya, meskipun sebagian besar pelaku UMKM memahami dasar-dasar perpajakan, 

terdapat pula yang masih membutuhkan edukasi lanjutan. 

Ketaatan Pembayaran Pajak menggambarkan perilaku responden terhadap kewajiban 

pembayaran dan pelaporan pajak secara aktual. Dengan rata-rata sebesar 13,77, dapat dikatakan 

bahwa tingkat ketaatan responden juga berada pada kategori sedang, bahkan cenderung ke bawah 

jika dibandingkan dengan batas maksimal skor (30). Nilai minimum yang rendah (7) dan 
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maksimum (23) mencerminkan tingkat disparitas yang cukup tinggi antar responden dalam hal 

ketaatan membayar pajak. Beberapa pelaku UMKM tampaknya sangat taat terhadap prosedur 

pajak, sedangkan yang lain masih sangat kurang patuh. Hal ini diperkuat dengan standar deviasi 

tertinggi di antara ketiga variabel, yaitu sebesar 4,77, yang menunjukkan bahwa variabilitas 

persepsi atau sikap terhadap ketaatan membayar pajak cukup tinggi di kalangan responden. Faktor-

faktor seperti kurangnya sosialisasi, ketidaktahuan teknis, atau kompleksitas prosedur pajak bisa 

menjadi penyebabnya. 

Peningkatan Pendapatan Pajak digunakan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM 

terhadap kontribusi mereka dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah. Hasil analisis 

menunjukkan mean tertinggi, yaitu 15,03, yang berarti responden secara umum menilai bahwa 

mereka cukup berperan dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan nilai minimum 9 dan 

maksimum 22, serta standar deviasi sebesar 4,00, dapat disimpulkan bahwa tingkat variasi persepsi 

responden terhadap kontribusi mereka terhadap pajak lebih merata dibandingkan variabel lainnya. 

Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dan partisipasi yang cukup solid, meskipun masih ada 

ruang untuk peningkatan. Pelaku UMKM tampaknya memiliki keyakinan bahwa pembayaran pajak 

mereka berdampak langsung terhadap penerimaan negara, meskipun persepsi ini bisa jadi lebih 

kuat pada kelompok usaha yang lebih besar atau lebih terorganisir. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

memiliki skor rata-rata yang menunjukkan kategori cukup atau sedang, dengan Peningkatan 

Pendapatan Pajak sebagai variabel dengan persepsi tertinggi dari responden. Meskipun demikian, 

tingkat keragaman jawaban, terutama pada variabel Ketaatan, menandakan bahwa pendekatan yang 

lebih intensif dalam edukasi dan pendampingan pajak bagi pelaku UMKM masih sangat 

diperlukan. Variasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan sebaiknya disesuaikan 

dengan karakteristik, kapasitas, dan tingkat literasi masing-masing pelaku usaha. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variable independent dan variable dependen 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan dua 

cara yaitu dengan uji statistic dan uji grafik.Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan 

menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

 

       

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah Tahun 2025 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

terhadap residual tidak terstandarisasi, diperoleh beberapa nilai statistik sebagai berikut: jumlah 

sampel (N) sebanyak 30, nilai mean residual sebesar 0.000, dan standar deviasi residual sebesar 

1.331. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z tercatat sebesar 0.120, dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0.200. 

Dari hasil tersebut, karena nilai Asymp. Sig. = 0.200 > 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual ini 
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menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal, yang berarti 

asumsi normalitas telah terpenuhi. Pemenuhan asumsi ini penting agar model regresi yang 

digunakan dapat memberikan estimasi parameter yang sahih dan interpretasi yang valid. Dengan 

terpenuhinya asumsi ini, maka hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara valid dan dapat 

digunakan untuk pengujian hipotesis berikutnya. 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Hasil 

X1 0.901 Reliabel 

X2 0.894 Reliabel 

Y 0.804 Reliabel 

     Sumber : Data diolah Tahun 2025 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 3 menunjukan bahwa 

seluruh item kuisioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukan oleh 

nilai cronbach’s alpha yang lebih besar daripada 0.07. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

jawaban semua responden pada item-item kuisioner dinyatakan konsisten atau reliabel. 

 

Uji Parsial (T) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Pengetahuan 

Pajak (X1) dan Ketaatan Pembayaran Pajak (X2), sedangkan variabel dependennya adalah 

Peningkatan Pendapatan Pajak (Y). 

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (T) 

 

 

 

    

 

Sumber : Data diolah Tahun 2025 

Merujuk pada tabel 4 dapat disimpulkan beberapa poin hasil uji parsial sebagai yaitu Hasil 

analisis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 1.813 

dengan signifikansi 0.081. Nilai ini lebih kecil dari t tabel sebesar 2.05183, yang berarti secara 

statistik tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pengetahuan perpajakan pelaku UMKM 

terhadap peningkatan pendapatan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

UMKM mengenai pajak, hal ini belum cukup kuat untuk meningkatkan kontribusinya dalam 

menaikkan pendapatan pajak daerah. 

Untuk variabel ketaatan pembayaran pajak (X2), diperoleh nilai t hitung sebesar 6.677 

dengan nilai signifikansi 0.000. Nilai ini jauh lebih tinggi dari t tabel (2.05183), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketaatan pelaku UMKM dalam membayar pajak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan pajak. Dengan kata lain, semakin patuh pelaku UMKM dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak yang dapat dihimpun 

oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil uji t, kedua variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak (X1) dan 

Ketaatan Pembayaran Pajak (X2) terbukti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 
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dependen Peningkatan Pendapatan Pajak (Y). Ini memperkuat hipotesis bahwa edukasi dan 

kedisiplinan wajib pajak UMKM merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan pendapatan 

pajak daerah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Utara mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan 

ketaatan pembayaran pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak, serta berdasarkan hasil analisis 

data dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan. Variabel Pengetahuan Pajak (X₁) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak (Y). Hasil uji t menunjukkan 

bahwa nilai t-hitung sebesar 1.813 lebih kecil dari t-tabel 2.05183, dan nilai signifikansi sebesar 

0.081 > 0.05. Meskipun pelaku UMKM memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai 

perpajakan, faktor ini belum cukup kuat untuk secara langsung memengaruhi peningkatan 

pendapatan pajak. Kemungkinan besar ada faktor lain seperti motivasi, pelayanan pajak, atau 

kesadaran hukum yang lebih dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Variabel Ketaatan 

Pembayaran Pajak (X₂) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan 

Pendapatan Pajak (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6.646 jauh lebih besar 

dari t-tabel, dengan nilai signifikansi 0.000. Artinya, kepatuhan pelaku UMKM   dalam membayar 

dan melaporkan pajaknya sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan pajak. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Cikarang Utara secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak. 
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